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ABSTRAK 

 

 

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari suatu dinasti yang ada 

dalam sejarah Islam atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al-Rasyidin. Ali 

adalah sepupu dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. 

Pemilihan beliau sebagai khalifah menggantikan Usman yang wafat pada tahun 35 H, 

melalui cara yang berbeda dari pemilihan khalifah sebelumnya. Selama masa 

pemerintahannya yang  kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi berbagai pergolakan. 

Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Beliau 

menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh  Thalhah cs, Mu’awiyah, dan 

Khawarij yang mengakibatkan terjadinya perang. Peperangaan yang pecah beberapa kali 

pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi sangat penting dalam catatan sejarah 

Islam, sebab peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru, dan menarik untuk 

ditelusuri sebab di antara beberapa khalifah pendahulunya belum pernah ada yang turun 

langsung di medan perang selain beliau dan sekaligus menjadi panglimanya, hanya saja 

sejarah mencatat bahwa peristiwa itu justru terjadi antar sesama saudara muslim. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana 

sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Bagaimana sistem pemerintahan 

Khalifah Ali Bin Abi Thalib menurut perpektif fiqih siyasah. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami secara mendalam 

tentang sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Serta 

untuk memahami secara mendalam tentang sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi 

Thalib menurut perspektif fiqih siyasah. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk 

menambah ilmu pengetahuan tentang fiqih siyasah yang lebih mendalam, umumnya bagi 

kawan-kawan mahasiswa jurusan siyasah dan khususnya bagi penulis sendiri. 

 

Dan adapun jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu 

kajian pustaka, dimana data-data yang didapat merupakan data yang bersumber dari 

buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan acuan pada 

fiqih siyasah dengan cara membaca dan menelaah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di masa pemerintahan Ali 

bin Abi Thalib tidaklah semulus pemerintahan khalifah sebelumnya, dikarenakan 

banyaknya tekanan-tekanan politik yang di lakukan oleh para sesama muslim, salah 

satunya yaitu perang Jamal, dimana perang ini terjadi antara pasukan yang di pimpin oleh 

Khalifah Ali dengan pasukan yang di pimpin oleh Aisah istri Nabi sendiri, dan perang 

antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah perang ini disebut juga dengan perang 

siffin, yang di akhiri dengan perjanjian antara muawiyah dengan Ali yang di balut oleh 

politik pemerintahan muawiyah. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

ًَب قَبلَ ُٓ ُْ ًَشْسَضِىَ الُله عَ ٍِ عُ ٍِ ابْ ْٕلُ: َٔعَ َٔسَهَىَ ٌَقُ  ِّ ٍْ ْٕلَ الُله صَهَى الُله عَهَ ًِعْتُ سَسُ َٔكُهُكُىْ : سَ كُهُكُىْ سَاعٍ 

ِّ ٍْ سَعٍَِتِ ْٕلٌ عَ ِّ, يَسْئُ ٍْ سَعٍَِتِ ْٕلٍ عَ َٔيَسْئُ ِّ, اَنْبِيَبوُ سَاعٍ  ٍْ سَعٍَِتِ ْٕلٌ عَ َٔيَسْئُ  ِّ ْْهِ . َٔانشَجُمٌ سَاعٍ فِى اَ  

 Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “kalian 

adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, 

dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin 

keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..
1
 

 

  

                                                             
1
 Kitab Riyadhus shalihin terjemah jilid 1, penerjemah achmad sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1999), h. 603 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul ini merupakan uraian dari sub-sub judul, yang merupakan penjelasan 

dari maksud dan tujuan judul ini sendiri, yang merupakan gambaran dari isi yang 

terkandung didadalamnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.Adapun judul 

skripsi yang penulis kemukakan adalah :SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PADA 

ERA  KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (MENURUT PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH)Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu 

kiranya penjelasan beberapa istilah, yaitu : 

Sistem adalah sekumpulanatau komponen apapun baik fisik maupun non fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.
2
 

Pemerintahan Islam yaitu sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentuyang 

berpedoman kepada ajaran Islam yaitu Al-qur’an dan Hadis.
3
 

Era adalah kurun waktu atau masa dalam sejarah; sejumlah tahun dalam 

jangka waktu antara beberapa pristiwa penting dalam sejarah.
4
 

Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah seorangpemimpin terakhir atau khalifah 

ke empat setelah  Nabi muhamad wafat, dan pemimpin-pemimpin islam sebelumnya. 

                                                             
2
 Jogianto H.M, Analisis dan DisainSistem Imformasi, (Jogjakarta; Raja Grafindo, 2001), h. 2 

3
 C.S.T. Kansil, dan  Christine S. T. Kansil,  Sistem Pemerintahan Indonesia, (Yogyakarta; Bumi 

Aksara, 2005)  h. 7 
4
http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id(30 juli 2017, 02.13 WIB) 

http://kamus/


 

Perspektif  pada sudut pandang sebenarnya yaitu cara seseorang dalam 

menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. 

Fiqih siyasah adalah sebuah pemahaman ilmu yang membahas tentang cara 

pengaturan masalah ketatanegaraan.
5
 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini 

sebagaimana menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada era Khalifah Ali Bin 

Abi Thalib, yaitu suatu komponen baik fisik maupun nonfisik yang memiliki tatanan 

utuh yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan dan fungsi dari pemerintahan 

yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis yang dijalankan oleh seorang Khalifah 

Ali Bin Abi Thalib, yang dikaji dalam persfektif fiqih siyasah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga 

menarik perhatian untuk menggangkat beberapa permasalahan didalam judul diatas, 

yaitu : 

1. Alasan Obyektif 

Berdasarkan latarbelakang diatas sesungguhnya dapat diambil berbagai 

unsur yang menjadi identifikasi dari judul ini, antara lain: 

a. Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi, yang termasuk kelompok 

Khalifah Rasyidin, yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW sebagai 

penghuni surga sehingga ada indikasi bahwa Khalifah Ali terlepas dari 

                                                             
5
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka Setia: 

2007) h. 13-35 



 

kesalahan dan kekeliruan, tetapi masa kepemimpinannya penuh dengan 

konflik dan tragedi yang memilukan. 

b. Banyak faktor  yangmenyebabkan terjadinya konflik dalam pemerintahan 

Khalifah Ali Bin Abi Thalib yang masih banyak belum diketahui dan perlu 

digali lebih mendalam. 

c. Berbagai kemungkinan pengajaran yang dapat diambil dari fenomena 

pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib untuk dianalisis secara politis, 

akademis dan agamis. 

 

2. Alasan Subyektif 

Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan sistem pemerintahan 

Islam pada era Khalifah Ali Bin Abi Thalib tersebut tersedianya literature yang 

menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.Judul ini 

dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan 

Siyasah. 

 

 

 

 

  

C. Latar Belakang Masalah 

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari suatu dinasti 

yang ada dalam sejarah Islam atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al-



 

Rasyidin.Ali adalah sepupu dan menantu Nabi.
6
 Ali adalah putra Abi Thalib bin 

Abdul Muthalib
7
. Pemilihan beliau sebagai khalifah menggantikan Usman yang 

wafat pada tahun 35 H, melalui cara yang berbeda dari pemilihan khalifah 

sebelumnya. 

Selama masa pemerintahannya yang  kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi 

berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat 

dikatakan stabil. Beliau menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh  

Thalhah cs, Mu’awiyah, dan Khawarij yang mengakibatkan terjadinya perang. 

Peperangaan yang pecah beberapa kali pada masa kekhalifahan Ali bin Abi 

Thalib menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, sebab peristiwa itu 

memperlihatkan sesuatu yang baru, dan menarik untuk ditelusuri sebab diantara 

beberapa khalifah pendahulunya belum pernah ada yang turun langsung di medan 

perang selain beliau dan sekaligus menjadi panglimanya, hanya saja sejarah mencatat 

bahwa peristiwa itu justru terjadi antar sesama saudara muslim.
8
 

Tidak selesai disini saja, setelah selesai perang  Jamal berahir masih banyak 

permasalahan yang timbul sehingga terjadi kembali peperangan antar muslim yaitu 

antara angkatan perang Ali  dan pasukan Muawiyah di kota Siffin, dekat sungai 

Eufrat, pada tahun 37 H. dan Muawiyah sendiri dapat di kalahkan sehingga 

menyebabkan mereka mengangkat al-Qur’an sebagai tanda damai dengan cara 

tahkim (arbitrase), yakni perselisihan yang diselesaikan oleh dua orang penengah 

sebagai pengadil.
9
 Namun ternyata hal tersebut tidaklah menyelesaikan permasalahan 

                                                             
6
 Eri Rosatria, Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta: Dirjen Pen,2009), h.191. 

7
 Samsul Munur Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h.109. 

8
 Ibid, 111 

9
 Khoiriyah, Reorientasi Wawasan Sejarah Islam, (Yogyakarta: teras, 2012), h. 63 



 

yang terjadi, akan tetapi malah menambah masalah yang baru yang semakin fatal 

bagi Khalifah Ali dan tentara semakin lemah sehingga memaksa Khalifah Ali 

menyetujui perjanjian damai dengan muawiyah, yang secara politis berarti Khalifah 

mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syiria dan Mesir.
10

 

Dalam definisi fiqih siyasah sendiri khilafah atau imamah haruslah 

mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang urusan 

duniawi.Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah atau 

khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya.Di dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa 

gelar khilafah lebih digunakan daripada imam, kecuali dikalangan orang-orang 

syi’ah.Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar, Usman dan 

Ali.Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayah dan 

Abbasiyah.
11

 

Di dalam al-Quran kata-kata khalifah lebih merujuk pada fungsi manusia 

secara keseluruhan daripada kepada seorang kepala Negara.Kata khalifah sebagai 

kepala Negara adalah “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur 

keduniawian.Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, dan tidak memonopoli hak 

dan menafsirkan agama.Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena 

baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak di dalam 

pribadi Abu Bakar dan Khulafa ar-Rasyidin.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pada masa 

Khalifah Ali Bin Abi Thalib sendiri tidaklah berbeda dengan definisi dalam fiqih 

siyasah, namun dalam  pemerintahan Ali belum bisa sepenuhnya mensejahterakan 

                                                             
10

 Badriyatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 40 
11

 Prof. H. A.Djazuli, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Kencana 2009), h. 57 
12

Ibid, h.59 



 

rakyatnya, di karenakan banyaknya konflik-konflik yang di hadapi oleh Khalifah Ali. 

Oleh karna itu perlu pembahasan lebih lanjut  tentang bagaimana kekhalifahan pada 

masa khalifah Ali itu sendiri menurut persfektif fiqih siyasah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu: 

1. Bagaimana sistempemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ? 

2. Bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib menurut 

perpektif fiqih siyasah ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a) Untuk memahami secara mendalam tentangsistem pemerintahan khalifah 

Ali bin Abi Thalib. 

b) Untuk memahami sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib 

menurut perspektif fiqih siyasah 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi 

keilmuan tentang  bagaimana politik hukum sistem pemerintahan Khalifah 

Ali bin Abi thalib dalam Islam bagi Fakultas Syari’ah pada umumnya dan 

bagi penulis khususnya. 



 

b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah 

keilmuan tentang politik pemerintahan pada masa lalu, khususnya pada 

masa pemerintahan khalifah Ali bin abi Thalib. 

 

F. Metode penelitian 

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalah, 

mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran.Untuk memecahkan suatu 

permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. 

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian 

sebagai berikut: 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi, dengan 

berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.
13

 Yaitu dengan 

metodologi kepustakaan atau riset yang dilakukan dengan caramembaca buku, 

majalah, makalah, serta sumber lainya yang tersedia dan berkaitan dengan judul 

yang dimaksud
14

. Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama 

informasinya dari buku-buku tentang sistem pemerintahan pada era kholifah Ali 

bin abi Thalib. 
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 Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analittis, merupakan penelitian 

dengan memeparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga 

pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. 

Penelitian deskriptif  dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin 

tentang sejarah, keadaan, dan gejala-gejala lainya. Pada penelitian ini 

menjelaskan gambaran umum tentang sejarah sistem pemerintahan pada era Ali, 

kemudian dianalisis berdasarkan dengan sejarah fiqih siyasah. 

 

2. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat 

dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam 

penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut : 

a. Bahan Primer 

Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka 

yang berisikan tentang sistem pemerintahan  kholifah Ali bin Abi Thalib. 

b. Bahan sekunder 

Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang 

mendukung data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta 

journal  yangrelevan dengan pembahasan skripsi ini. 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti.untuk 



 

melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis maka peneliti 

mnggunakan dua macam cara yaitu : 

a. Content Analysis  

Content analysis yaitu menggambarkan secara umum tentang 

objek yang akan diteliti. 

b. Comparative Analysis 

Penelitian komparasi atau perbedaan adalah jenis penelitian 

dengan 2 variabel atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau 

membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian.Analisis 

ini digunakan untuk membandingkan teori dan objek yang dikaji 

sehingga peneliti dapat menemukan kelemahan dan kelebihan dari objek 

yang dikaji tersebut. 

Dalam penelitian ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem 

pemerintahan khalifah Ali diteliti secara sistematis kemudian 

dibandingkan sehingga diperoleh kesimpulan yang menunjukan 

kelemahan dan kelebihannya. 

 

 

 

 

4. Pedoman Penulisan  



 

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku 

penulisan skripsi Fakultas Syari’ah yang ditebitkan oleh fakultas Syari’ah dan 

buku pedoman penulisan lainya yang ada relevansinya dengan penulisan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

A. Pengertian Pemerintahan Islam 

Dalam pemerintahan Islam atau dapat disebut juga sebagai Khilafah adalah 

sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah islam secara kaffah (menyeluruh)
15

. Dalam 

sebuah Negara, adanya seorang pemimpin merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam 

untuk mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin umat Islam dengan baik dan 

benar, sesuai dengan yang di syariah Islam dalam al-Qur’an dan hadis. Seperti yang di 

sebutkan dalam al-Qur’an, surah Al-Maa-idah ayah 48. 

                                     

                                          

                                      

                   

Artinya: 

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka 

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 

datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan 

jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 

kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah 
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kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu. 

 

Maka, tegaknya Daulah Khilafah adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian 

dalam upaya untuk menegakannya merupakan dosa besar. Rasulullah SAW 

memerintahkan umat Islam untuk memberikan bai’at kepada seorang Khalifah. Dengan 

Syariah Islam, Khilafah memelihara seluruh urusan umat manusia. Jika syariah tidak 

diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah, maka kedaulatan  Islam dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata. Maka kerahmatan Islam 

yang dijanjikan juga tidak bisa dirasakan secara nyata pula
16

. 

Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, 

tapi juga bukan sistem demokrasi. Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional 

pemerintahan negara seyogiyanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai 

landasan etika dan moreal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara konseptual di kalangan ilmuan dan pemikir politik Islam era klasik, Dalam 

pemerintahan Islam setiap orang, kelompok, partai, anggota Majlis Umat atau qodhi 

mahkamah madzalim bisa mengontrol dan mengoreksi Khalifah. Islam memerintahkan 

untuk memberhentikan seorang Khalifah jika terbukti memerintah bukan dengan syariah 

Islam (Al-qur’an dan Hadis), atau bersikap dzalim kepada rakyat. Maka jika kedzaliman 

terjadi, masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada mahkamah madzalim. Jika 

kedzaliman itu terbukti dilakukan oleh Khalifah, maka Mahkamah Madzalim berhak 

memberhentikanya. 

 

B. Sistem Pemerintahan Islam 

Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan yang 

demokratis, karena dalam pemerintahan Islam dikenal dengan adanya kekuasaan 

Legislative, Eksekutif dan Yudikatif. 

1. Ahlul-halli wal-aqdi (legislative) 

Badan legislative adalah: lembaga pemerintahan yang secara terminologi fiqih 

disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa. Yang di Negara-negara modern disebut 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
17
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Kekuasaan yang berfungsi membuat undang-undang atau lembaga pemegang 

pemberi fatwa, yang mereka sampaikan itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an 

dan al-Hadits. 

Dalam Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan (kedaulatan 

ditangan tuhan) tidak dapat melakukan legislasi yang betolak belakang dengan al-Qur’an 

dan sunah sekalipun consensus rakyat yang menentukan. Maka secara otomatis timbul 

prinsif bahwa lembaga ini dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat 

perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan dan Rasul-nya. 

Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 105 

                                          

Artinya: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 

bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
18

 

 

Tugas lembaga ini menurut al-Maududi adalah sebagai berikut: 

a. Bila pedoman-pedoman sudah jelas dari al-Qur’an dan Rasulnya maka lembaga 

ini tidak dapat mengubahnya, lembaga ini berkompeten untuk menegakkannya. 

b. Bila pedoman-pedoman dari al-Qur’an dan sunah ada kemungkinan interfensi 

lebih lanjut, maka lembaga ini harus memutuskan penafsiran, harus ditempatkan 

dalam undang-undang dasar (UUD). 

c. Bila tidak ada isarat dalam al-Qur’an dan sunah, maka lembaga ini berkewajiban 

menegakan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama. 
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d. Dan bila masalah apapun al-Qur’an dan sunah tidak memberikan pedoman 

walaupun sifatnya dasar sekalipun, tidak ada dalam konvensi Al Khulafa Ar 

Rasyidin, maka dalam hal ini dapat diartikan, kita bebas mengadakan legislasi 

menurut yang terbaik sepanjang tidak bertentangan dengan esensi ketetapannya.
19

 

Jadi pada dasarnya fungsi dari lembaga ini merupakan pengontrol kebijakan 

pemerintah (lembaga eksekutif) serta memberi masukan pada kebijakan itu 

sendiri (UUD) dan yang paling penting  adalah merumuskan suatu kebijakan itu 

tentang suatu masalah yang tidak terdapat dalam pedoman yang sifatnya dasar 

sekalipun dalam al-qur’an dan Sunah, sepanjang kebijakan iu tidak bertentangan 

dengan al-quran dan sunah itu sendiri. 

Sedangkan pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, lembaga ini di 

pegang langsung oleh seorang khalifah, bahwasannya yang membuat dan mengeluarkan 

suatu peraturan atau undang-undang adalah khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri. 

2. Sultan Tanfidziyyah (eksekutif) 

Yaitu kekuasaan yang bertujuan untuk menegakan pedoman-pedoman 

yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits, atau dengan kata lain, kekuasaan ini 

berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Dalam bahasa modern, lebaga ini 

meliputi kepala Negara, menteri-menteri, dan seluruh pegawai kementerian. 

Tujuan lembaga ini intinya untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang 

disampaikan melalui al-Qur’an dan Sunah serta untuk menyiapkan masyarakat 

agar mengakui dan menjelaskan pedoman-pedoman yang telah dianjurkan dalam 

kehidupan berbangsa. 

Lembaga ini sangat penting dalam Negara, maka dari itu kaum muslimin 

(masyarakat)  diwajibkan untuk mentaati dan menjunjung tinggi segala 

perintahnya dengan syarat lembaga ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta 

menghindari dari dosa besar. 

Dan jika lembaga ini menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-nya 

maka rakyat (kaum muslimin) diperkenankan untuk mengubah orde yang ada. 

Maka terlihat dengan jelas para pemimpin maupun lembaga-lembaga yang ada 

tidak diperkenankan memerintah dengan sewenang-wenang, bila sampai terjadi 

rakyatlah yang diperkenankan untuk menumpas dan meluruskan penyimpangan 

itu. 
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Akan tetapi ketaatan masyarakat kepada pemimpin menurut al-Maududi 

dibatasi dua hal sebagai berikut: 

a. Pemimpin haruslah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri 

b. Pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasul-nya serta segala aktifitasnya mereka 

harus sejalan dengan apa yang tersirat dalam syari’ah. 

Dari penjelasan di atas maka terlihat sedikit sekali kemungkinan terjadinya 

kediktatoran di dalam Negara Islam. ini dikarenakan rakyat memiliki rasa tanggung 

jawab dalam Negara tersebut secara keseluruhan. 

3. Sultan Qodoiyyah (Yudikatif) 

Kekuasaan kehakiman yang mengendalikan setiap pelanggaran undang-

undang, oleh karena itu kekuasaan ini harus terrpisah, bersifat bebas dan terlepas 

dari campur tangan oleh badan lain, sehingga dia dapat membuat keputusan yang 

benar dan murni tanp ada pengaruh dari manapun.
20

 

Dimasa pemerintahan Rasullullah, ketiga kekuasaan itu dipegang langsung 

oleh Rasullallah sendiri, karena di masa itu wilayah Islam baru sedikit dan cukup 

ditangani oleh beliau sendiri. Rasullullah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, 

beliau menyampaikan apa saja yang diterima dari Allah dan ditambahkan dengan 

amalan Rasul dengan bentuk sunahnya yang memiliki otoritas dan fungsi sebagai 

sumber hukum. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif  

beliau bertugas mengatur mekanisme pemerintahan dan kemaslahatan, serta 

mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
21

 Berbeda dengan masa khalifah 

Ali bin Abi Thalib, jabatan yudikatif ini pernah di pegang oleh beberapa orang 

yaitu: 

a. Syuraih bin Harits di Kufah 

b. Abu Musa al-Asy’ari di Kufah 

c. Malik bin Harits di Mesir 

d. Ubaidillah bin Mas’ud di Yaman 

e. Usman bin Hanif di Mesir 

f. Qais bin Said di Mesir 
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g. Umarah bin Syihab di Kufah 

h. Qatsam bin Abbas di Basrah 

i. Ju’adah bin Hubairah al-Mahzumi di Khurazan 

j. Abdullah bin Abbas di Basrah 

k. Sa’id bin Namran al-Hamadzani di Kufah 

l. Baidah al-Salmani di kufah 

m. Muhammad bin Yazid bin Khalidah al-Saibani di Kufah 

Itulah beberapa orang yang pernah memegang jabatan yudikatif pada masa 

pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. 

Dalam ruang lingkup fiqih siyasah, kebijakan-kebijakan dalam 

menjalankan pemerintahan yang di kemukakan oleh T. M. Hasbi, beliau membagi 

ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bagian, yaitu sebagai berikut:  

1. Siyasah Tasyri’iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum) 

2. Siyasah Dusruriyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan) 

3. Siyasah Qodla’iyyah (kebijakan peradilan) 

4. Siyasah Maliyyah (kebijakan ekonomi dan moneter) 

5. Siyasah Idariyyah (kebijakan administrasi Negara) 

6. Siyasah Dauliyyah (kebijakan hubungan luar negri atau internasional) 

7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang) 

8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan) 

 

C. Prinsip-prinsip dalam Pemerintahan Islam 

Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan Negara 

seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan 

moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara konseptial 

dikalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad 



 

dalam bukunya State, Politics, and Islam, menekankan tiga ciri penting sebuah Negara 

dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat muslim (ummah), hukum Islam 

(syariah) dan kepemimpinan masyarakat muslim (Khilafah). 

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan Islam tersebut ada yang berupa prinsip-

prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas. 

1. Prinsip-prinsip dari Al-Qur’an
22

 

a. Kedudukan manusia diatas bumi setatus menjadi Khalifah Allah 

menimbulkan peran-peran tertentu yang harus dijalankan oleh manusia. 

Manusia bertugas untuk mengatur dan memimpin bumi dengan baik 

sesuai dengan kualitas dan sifat-sifat Allah tetapi hanya sebatas kemampuan 

manuasia. Oleh sebab itu manusia harus menyebarkan kebaikan di muka bumi 

dan mencegah serta menghilangkan segala bentuk kemudharatan dimuka bumi. 

Oleh karena itu manusia wajib mengelola, merawat, dan memanfaatkan hasilnya 

untuk kesejahtraan seluruh mahluk. Abul A’la al Maududi meletakan prinsip 

kekhalifahan manusia sebagai salah satu dari tiga prinsip yang mendasar sistem 

politik Islam. Dua prinsip lainnya adalah prinsip keesaan Tuhan (Tauhid) dan 

prinsip kerasulan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah wakil tuhan dimuka 

bumi karena manusia mengemban kuasa yang didelegasikan tuhan dalam batas-

batas yang ditentukan-nya dan bertugas melaksanakan kekuasaan tuhan tersebut 

sesuai dengan kehendak tuhan.
23

 

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 58, sebagai berikut
24

 

                                    

                         

 

Artinya: 
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

 

b. Prinsip manusia sebagai umat yang Satu meskipun manusia berbeda suku 

bangsa, warna kulit, bahkan agama. 

Walau dalam negara kita banyak sekali suku bangsa, warna kulit serta 

agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk 

Allah. Dengan demikian, perbedaan antar manusia harus disikapi dengan pikiran 

yang positif  untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling 

menutupi kekurangan masing-masing. Keberpihakan Islam pada prinsip 

persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni 

adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara 

sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. 

 

 

Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11
25

 

                                      

                                    

           

Artinya: 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari 

mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, 

boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu 

sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-

buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa 

yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. 

 

c. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang 

pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang di dalamnya terkandung 

nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan 

titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya 

untuk bersikap adil.  

Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa ayat 135.
26

 

                                    

                                              

            

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
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ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 

atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan. 

 

d. Prinsip kepemimpinan. 

Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa diatas muka bumi, yang 

telah menggantikan umat dan masyarakat yang sebelum-nya, juga Allah telah 

mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat tingkat dari yang lain, 

kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian dengan 

ujian yang sesuai atas kemampuan manusia itu sendiri, karena allah tidak akan 

memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan umatnya, bagaimana 

menerima, mempergunakan dan mensyukuri pemberian tuhanmu itu. 

 

 

 

e. Prinsip musyawarah. 

Prinsip ini menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan 

politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah 

yang diperselisihkan para peserta musyawarah  harus diselesaikan dengan 

menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur’an dan 

sunah Rasullallah SAW.Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para 

penyelenggara Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar 

pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat, guna mencapai tujuan yang terbaik 

untuk semua. 

f. Prinsip persatuan dan persaudaraan. Terkandung dalam surat Al-Hujarat ayat 10
27

 

                             

Artinya: 
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 Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

g. Prinsip hidup bertetangga/hubungan antara negara bertetangga. 

Kemestian mempertahankan kedaulatan Negara, dan larangan melakukan 

Agresi dan Infasi, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 190. 

                                

Artinya: 

 Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas. 

 

h. Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan Internasional. 

Islam sebagai Agama rahmatan lil alamin mengedepankan prinsip 

perdamaian dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tujuan risalah yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Sebagaiman tercantum dalam surat 

Al-Anfal ayat 61.
28

 

                                  

Artinya: 

 Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya 

dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 
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i. Prinsip ekonomi dan perdagangan. 

Dalam kehidupan masyarakat tentunya tak lepas dari kegiatan ekonomi, di 

daalam ilmu fiqih ini sudah diatur secara jelas bagaimana bentuk bermuamalah 

dengan baik. Sebagaiman tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29. 

                                   

                      

Artinya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. 

 

j. Prinsip hak-hak asasi. Semua warga Negara dijamin hak-hak pokok tertentu. 

Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Hukuk Al-Insan, 

bebrapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap 

keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan 

pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil 

tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan 

medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

ekonomi. 

  

2. Prinsip-prinsip dari Hadis 

a. Prinsip kebutuhan akan pemimpin. 

 

ُْىْ ٍَ ثَهَب ثَةَ فِى سَفَشٍ فَهٍُْؤَيَشُٔا أَحَذَ  اِرَ كَ



 

Seperti yang diriwayatkan oleh hadis seperti berikut “apabila ada tiga 

orang bepergian keluar, hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi 

pemimpin” (H.R Abu Daud)
29

 

 

b. Perinsip tanggungjawab seorang pemimpin. 

ًَب قَبلَ ُٓ ُْ ًَشْسَضِىَ الُله عَ ٍِ عُ ٍِ ابْ ْٕلُ: َٔعَ َٔسَهَىَ ٌَقُ  ِّ ٍْ ْٕلَ الُله صَهَى الُله عَهَ ًِعْتُ سَسُ كُهُكُىْ سَاعٍ : سَ

ِّ ٍْ سَعٍَِتِ ْٕلٌ عَ ِّ, َٔكُهُكُىْ يَسْئُ ٍْ سَعٍَِتِ ْٕلٍ عَ َٔيَسْئُ ْٕلٌ , اَنْبِيَبوُ سَاعٍ  َٔيَسْئُ  ِّ ْْهِ َٔانشَجُمٌ سَاعٍ فِى اَ

ِّ ٍْ سَعٍَِتِ . عَ  

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 

Bersabda: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung 

jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban 

atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..”(HR. Bukhari dan 

Muslim)
30

 

 

c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan 

persaudaraan saling mencintai. 

ٍْ ُّ قَبلَعَ َٔعَ ُْ ٍْ يَبنِكٍ سَضِىَ الُله عَ ْٕلُ: ْٔفِ بِ َٔسَهَىَ ٌَقُ  ِّ ٍْ ْٕلَ الِله صَهَى الُله عَهَ ًِعْتُ سَسُ : سَ

ٍْكُى ٌَ عَهَ ْٕ ٌَُٔصَهُ ٍْحِىْ  ٌَ عَهَ ْٕ َٔتُصَهُ ََكُىْ  ْٕ ٌَُٔحِبُّ ُٓىْ  ََ ْٕ ٍَ ٌُحِبُّ ٌْ ًَتِكُىْ اَنَزِ ُٓىْ , خٍَِبسُاَئِ ََ ْٕ ٍَ تُبّْغِضُ ٌْ َٔشِشَاسُاُيَتِكُىُ انَزِ

ََكُىْ ْٕ ٌَهْعَُُ َٔ ُٓىْ  ََ ْٕ َٔتَهْعَُُ ََكُىْ  ْٕ َُب: قَبلَ, ٌَُٔبّْغِضُ ُْىْ؟ قَبلَ: قُهْ َُببِزُ ْٕلَ الِله اَفَهَبَُ ٍْكُىْ انصَهَبةَ, نَب: ٌَبسَسُ ْٕافِ .يَباَقَبيُ  

  

 

Dari Auf bin Malik ra., ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. 

Bersabda : “Pemimpin yang bijaksana adalah yang kalian cintai dan mereka 

mencintai kalian, kalian selalu mendoakan atasnya dan ia selalu mendoakan 

kalian. Pemimpin yang terjahat adalah yang kalian benci dan membenci kalian, 

sedang kalian mengutuknya dan ia mengutuk kalian, “ Kami bertanya : “Wahai 

Rasulullah saw. Sebaiknya kita pecat saja mereka itu. “Beliau menjawab: 
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“Jangan, selama ia masih mengerjakan shalat berjamaah dengan kalian.” (HR. 

Muslim)
31

 

 

d. Prinsip ketaatan. 

َٔسَهَىَ قم  ِّ ٍْ ًِ صَهَى الُله عَهَ ٍِ انَُبِّ ًَبعَ ُٓ ُْ ًَشْسَضِىَ الُله عَ ٍِ عُ ٍِ ابْ ًْعَ : َٔعَ ًُسْهِىِ انسَ ًَشْءِاْن عَهَى انْ

َٔنَبطَبعَةَ ًْعَ  ًَعْصِـٍَةٍفَهَبسَ ًَعْصٍَِةٍفَبِرَااُيِـشَبِ ٌْ ٌُؤْيَشَبِ َِ اِنَباَ َٔكَشِ ًَباَحَبَّ  ٍْ َٔانطَّبعَةُفِ  

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati baik yang 

disenangi maupun tidak, kecuali jika ia perintahkan untuk berbuat maksiat” (H.R 

Bukhari).
32

 

 

e. Prinsip tolong menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas 

yang miskin. 

َٔشَبَّكَ  ُّ بَعْضًب  ٌِ ٌَشُذُ بَعْضُ ٍَب ُْ ٍِ كِبنْبُّ ًُؤْيِ ٍَ نِهْ ًُؤْيِ ٌَ اْن َٔسَهَىَ قَبلَ إِ  ِّ ٍْ ًِ صَهَى الُله عَهَ ٍِ انَُبِّ ْٕطَ عَ ًْ يُ ٍْ أَبِ عَ

ُّ  أَصَببِعَ

Dari Abu Musa dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 

“seorang mu’min dengan mu’min yang lain seperti sebuah bangunan, yang mana 

sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” Dan beliau merapatkan jari-

jarinya.” (H.R Bukhori dan Muslim)
33

 

 

f. Prinsip kebebasan berpendapat. 

ُّ قَبلَ ُْ ًَ الُله عَ ٍْذ انْخُذْسِي سَضِ ًْ سَعِ ٍْ أَبِ ْٕلُ: عَ َٔسَهَىَ ٌَقُ  ِّ ٍْ ْٕلَ الُله صَهَى الُله عَهَ ًِعْتُ سَسُ ٍْ سَأَي : سَ يَ

ِِ ٍَذِ ُِ بِ ُْكَشًا فَهٍُْغٍَِشْ ُْكُىْ يُ ٌِ, يِ ًَب ٌْ َٔرَنِكَ أَضْعَفَ اْلِا  ِّ ٌْ نَىْ ٌَسْتَطِّعْ فَبِّقَهْبِّ فَئِ  

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiyallahuanhu berkata: saya mendengar 

Rasulallah saw bersabda: “Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka 

hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya dan jika 
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tidak mampu dengan lisannya dengan hatinya dan yang tidak demikian adalah 

selemah-lemahnya iman” (H.R Ahmad)
34

 

 

g. Prinsip persamaan di depan hukum. 

ْٕلَ الِله صَهَى الُله  َٓب سَسُ ٍْ ٍْ ٌُكَهِىُ فِ َٔيَ ًَخْضُٔيٍَِةِانَتِى سَشَقَتْ فَقَبلَ  ًَشْأَةِ اْن ٌُ اْن ُٓىْ شَأْ ًَ َْ ٌْشَبأَ ٌَ قُشَ ُٓب أَ ُْ ٍْ عَبئِسَةَ سَضِىَ الُله عَ عَ

ٌْذ ٍُ صَ ِّ إِنَبأَسَبيَةُ بْ ٍْ ٍْ ٌَجْتَشِاُ عَهَ َٔيَ ْٕا  َٔسَهَىَ فَقَبنُ  ِّ ٍْ َٔسَهَىَ, عَهَ  ِّ ٍْ ْٕلُ الُله صَمَ الُله عَهَ ْٕلَ الله , حِبُّ سَسُ ًَةُ فَقَبلَ سَسُ ُّ أَسَ ًَ فَكَهَ

َٔسَهَىَ  ِّ ٍْ ٍْ حُذُٔدِالله ثُىَ قَبلَ فَبخْتَطَّبَّ, صَهَى الله عَهَ ِٓىُ , أَتَشْفَعُ فِى حَذَيِ ٍْ ْٕا إِرَاسَشَقَ فِ ُٓىْ كَبَُ ََ ٍَ قَبّْهَكُىْ أَ ٌْ ْْهَكَ اَنزِ ًَبأَ ََ ثُىَ قَبلَ إِ

ٌْفُ تَشَكُُِٕ ِّ اْنحَذَ, انشَشِ ٍْ ْٕ عَهَ ِٓىُ انضَعِفُ أَقَبيُ ٍْ ٌْىُ الله, َٔإِرَا سَشَقَ فِ َْب, َٔا ًَذٍ سَشَقَتْ نَقَطَّعْتُ ٌَذَ َُةَ يُحَ ًَةَابْ ٌَ فَبطِ ْٕ أَ نَ  

Aisyah ra. Menuturkan bahwa Quraisy pernah terguncang dengan perkara 

seorang perempuan Bani Makhzum yang ,mencuri. Seseorang berkata, “siapa 

yang bisa berbicara kepada Rasulullah saw.?” Mereka berkata, “tak ada orang 

yang berani melakukan itu kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah saw, lalu 

Usamah berbicara kepada beliau. Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang-orang 

yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, 

lalu mereka tidak menghukumnya, dan tetapi apabila ada seorang yang lemah 

mencuri, lalu mereka menghukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti 

Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya”. (H.R Ahmad).
35

 

Allah juga mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan 

menjadi saksi yang adil dalam surah al-Maidah Ayat 8 

                               

                                

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 
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bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
36

 

Ayat tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni pertama, sama halnya 

dalam ayat sebelumnya bahwa terdapat perintah kepada orang yang beriman supaya 

menjadi manusia yang lurus (adil) dari perkataan karena Allah. Kedua, adanya perintah  

kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam 

kesaksiannya itu , ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. ketiga, 

larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap adil, karena motivasi 

emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada sekelompok manusia. 

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini penulis berpendapat bahwa setiap 

orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti 

bahwa dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat 

menjadi saksi, terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keempat, perintah kepada orang-

orang yang beriman  supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan taqwa. 

Ayat Al-Qur’an yang mengandung perintah menegakkan keadilan  diantara 

sesama manusia itu yaitu surah Al-Maidah ayat 8, an-Nahl ayat 90, an-Nisa ayat 58, an-

Nisa ayat 135, Al-An’am ayat 90, Asy-syura ayat 15. Keadilan merupakan prinsip Dalam 

Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah, 

dalam islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena Allah 

sendiri memiliki sifat adil (keadilan penuh dan dengan kasih sayang kepada makhluknya) 

hal ini sesuai dengan surah Al-An’am ayat 160. 
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Artinya: 

Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali 

lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak 

diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka 

sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
37

 

 

 

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang 

bernilai tinggi.Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya 

konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik 

sebagi indivindu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik 

sentral, melaikan ia hanya hamba Allah yang nilai-nilainyaditentukan oleh hubungan 

dengan Allah dan dengan sesama manusia menurut Al-Qur’an hablun minallah wa 

hablun minanas.  

 

h. Prinsip dalam mengangkat para pejabat Negara atau pelaksana suatu urusan. 

Barang siapa memegang kekuasaan, mengurus urusan kaum muslimin, 

kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih 

pantas bagi kaum muslimin  daripada orang itu, maka sungguh ia telah 

menghianati Allah dan Rasul-nya. Maka bagi para pemimpin janganlah 

mengangkat seseorang dengan sembarangan, akan tetapi harus dengan teliti 

dari segi kemampuan orang yang akan di angkat tersebut, apakah iya mampu 

atau tidak dalam menanggung beban yang akan di berikan kepadanya, dan 

jika orang tersebut tidak mampu menjalankan tugas yang di berikan padanya 

maka tugas tersebut tidak akan dapat di jalankan dengan baik olehnya. 
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D. Sistem Pemilihan Khalifah dalam Islam 

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang di anggap sangat penting dalam 

Islam. Karena pemimpin salah satu factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan suatu masyarakat dalam suatu Negara, dalam Agama Islam, semua persoalan 

yang menyangkut kehidupan umat manusia telah ada aturannya yang sangat jelas dan 

detail. Salah satu tugas umat Islam yaitu diharuskanya memilih seorang Khalifah atau 

pemimpin, dalam Islam sistem pemilihan Khalifah sendiri harus lah sesuai dengan ajaran 

Allah yakni dengan cara bermusyawarah, maka wajib atas umat Islam untuk memilih 

seorang Khalifah. Menurut syariat Islam, bahwa dalam memilih seorang Khalifah harus 

dengan bermusyawarah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah asy-

Syuura  ayat 38. 

                                     

Artinya: 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 

kepada mereka.
38

 

 

 Jadi dalam memilih pemimpin atau Khalifah haruslah seorang pemimpin yang 

taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai 

pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam 

sendiri, seorang Khalifah dapat menjabat sampai akhir hayatnya selama dalam 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam sistem pemilihan 

dalam islam sendiri dapat melalui pencalonan yang di ajukan langsung oleh masyarakat 

atau dapat juga dengan ditunjuk langsung oleh para tokoh ulama pada masa itu, 

sedangkan dalam pemilihanya haruslah oleh orang-orang yang sesuai dengan syariat 

islam, yakni orang-orang yang berakal sehat, balig, dan tidak dengan pemaksaan dari 

pihak-pihak tertentu. 

 Dalam Islam memilih seorang pemimpin walau dalam sebuah kelompok yang 

kecil sekali pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat 
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salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah 

Bani Saidah sesaat paska wafatnya Rasulallah adalah bukti lain betapa pentingnya arti 

kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para 

sahabat lebih mendahulukan memilih Khalifah pengganti Nabi daripada 

menyelenggarakan pemakaman beliau yang mulia dan agung. 

 Salah satu bagian dari topik kepemimpinan yang banyak dibahas dalam al-Qur’an 

adalah soal memilih seorang pemimpin yang non muslim bagi kaum muslimin. Al-

Qur’an telah memberikan begitu banyak tuntunan dan petunjuk bagi kaum muslimin agar 

tepat dalam memilih figure seorang pemimpin. Tidak cukup dengan kalimat bernada 

anjuran, ayat-ayat soal ini bahkan disampaikan dengan bahasa perintah dan larangan 

yang sangat tegas. Tidak hanaya sampai disana, beberapa ayat bahkan disertai dengan 

ancaman yang sangat serius bagi yang melanggarnya. 

 Kesepakatan para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat tersebut juga 

menunjukan bahwa ayat-ayat tentang larangan memilih pemimpin non muslim bagi 

kaum muslimin telah disepakati, sehingga tidak muncul perbedaan pendapat di kalangan 

mereka. Adapun ada beberapa pendapat yang membolehkan memilih pemimpin yang non 

muslim, itu umumnya difatwakan oleh generasi saat ini, bukan dari kalangan ulama salaf. 

Karena itu, pemahaman yang demikian biasanya hanya dipandang sebagai pemahaman 

yang nyeleneh di kalangan para ulama ahli fiqih, bahkan batil.  

 Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan memilih seorang pemimpin itu 

merupakan salah satu peresoalan yang di pandang sangat penting dalam pandangan 

islam. Karena memilih seorang pemimpin itu tidak hanya menyangkut persoalan duniawi 

saja, akan tetapi mencakup sebuah persoalan tentang akidah yang di miliki pemimpin 

tersebut. 

  



 

BAB III 

PEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA ALI BIN ABI THALIB 

 

A. Biografi Ali Bin Abi Thalib 

Namanya adalah Ali bin Abi Thalib (Abdu Manaf) bin AbdulMuthalib dipanggil 

juga dengan nama Syaibah al-Hamdi bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusai bin Kilab 

bin Lu’ai bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin 

Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar 

bin Nizar bin Ma‟ ad bin Adnan. Dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. 

Dia adalah anak Paman Rasulullah dan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang 

pertama yaitu Abdul Muthalib bin Hasyim. Kakeknya ini memliki anak bernama Abu 

Thalib, sudara kadung Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad saw. Nama yang diberikan 

kepada Ali pada saat kelahirannya 

adalah Asad (singa). Nama tersebut hasil pemberian ibunya sebagai kenangan terhadap 

nama bapaknya yang bernama Asad bin Hasyim.
39

 

Ketika Ali lahir, ayahnya Abu Thalib tidak ada di tempat. Oleh sebab itu 

pemberian nama Asad hanyalah pemikiran istrinya, ibu Ali. Setelah mengetahui nama 

yang diberikan kepada anaknya adalah Asad (Haidar) Abu Thalib merasa kurang tertarik 

sehingga nama itu digantinya dengan Ali
40

. Nama inilah yang populer di kalangan umat 

Islam sampai sekarang. 

Selain nama yang banyak diketahui umat Islam Ali memiliki nama 

lain yang patut diketahui. Salah satu gelar itu adalah Abu Turab.Istilah abu 

dalam bahasa Arab berarti bapak dan turab berarti tanah.Dengan demikian 

abu turab berarti bapak tanah.Karena pemberian Rasulullah Ali merasa 

senang saja dengan gelar itu.Pemberian gelar ini mempunyai latar balakang 

tersendiri.Ketika berkunjung ke rumah Fathimah, putri beliau, Rasulullah 

Saw bertemu Ali.Karena itu beliau bertanya kepada putrinya tentang 

keberadaan Ali.Fathimah pun menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan 

antara Fatimah dengan Ali, lalu Ali marah dan pergi meninggalkan rumah. 

Oleh sebab itu, Nabi menyuruh seseorang laki-laki yang ada di rumah itu 

untuk mencari informasi di mana Ali berada.Setelah informasi diperoleh 

orang itu mengabarkan bahwa Ali sedang tidur di mesjid.Kemudian 

Rasulullah menjumpai dan benar Ali sedang tidur di mesjid tanpa baju dan 

tanpa alas sehingga badannya bertaburan debu.Karena itu Rasulullahmembangunkannya 

dan memanggil dengan ucapan “wahai Abu At-Turab”. 

Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turab.
41

Gelar ini dipakai, kemudian 

dipakai oleh lawan-lawannya dan ini didukung oleh beberapa Orientalis. 

Kabarnya orang-orang Syi’ah disebut orang Turabiyah dan pengikut Ali 
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disebut Turabi.
42

 Gelar lain yang diperoleh Ali adalah Abu al-Hasan karena ia 

memiliki seorang anak yang bernama Hasan.
43

 

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dekat Ka’bah.
44

 Menurut al-Faqihi, 

dan al-Hakim seperti dikutip as-Shalabi Ali bin Abi Thalib adalah orang 

pertama yang lahir di Ka’bah.
45

 Terjadi perbedaan pendapat sejarawan 

tentang waktu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Menurut Hasan al-Basri seperti 

dijelaskan As-Shalabi, Ali lahir 15 atau 16 tahun sebelum kenabian. Ada pula 

yang mengatakan Ali lahir lima tahun sebelum kenabian. Ibn Ishak dan 

kebanyakan ahli sejarah mengatakan Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. 

Ali Audah mengatakan Ali lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi. 

Tahun ini dihitung berdasarkan catatan sejarah dengan jarak 30 tahun 

setelahkelahiran Rasulullah saw., yaitu tahun 570 Masehi. 

Semenjak masa bayi Ali diasuh oleh Nabi Muhammad saw sendiri,
46

 

karena Nabi dulunya juga diasuh oleh Abu Thalib, ayah Ali.
47

 Nabi 

Muhammad saw ketika masih muda dan beliau juga membalas budi 

pamannya Abu Thalib dengan mengasuh Ali. Rasul sangat sayang kepadanya karena 

memiliki sifat yang mulia.
48

Sifat yang mulia itu memang sudah 

kelihatan pada diri Ali semenjak kecil karena bergaul dengan orang yang baik 

budi pula. Selain takdir Allah, keluarga dan lingkungan dapat berpengaruh 

kepada generasi yang ditinggalkannya dari segi pisik, bakat, keberanian, 

penampilan
49

 dan sebagainya. 

Seperti diketahui Ali adalah keturunan Bani Hasyim dari Suku 

Quraisy.Dalam sejarah, suku ini memiliki bahasa yang fasih dan cakap 

menjelaskan sesuatu secara gamblang.Selain itu mereka juga berakhlak 

mulia, memiliki sifat keberanian yang luar biasa dan masyarakat sudah 

mengenal sifat-sifat itu. Pada masa jahiliah mereka berbeda masyarakat lain, 

hidup rukun dan banyak berpegang teguh kepada syari’at Nabi Ibrahim.
50

 

Mereka tidak sebagaimana orang-orang Arab lainnya ketika itu yang tidak 

dibimbing dan muliakan oleh agama, serta tidak dihiasi dengan akhlak. 

Dalam pergaulan mereka sangat menyayangi anak, saling hormat 

menghormati, termasuk kepada jenazah, terbebas dari sifat buruk dan prilaku 

kenistaan.Mereka tidak melakukan pernikahan terlarang seperti dengan anak 

perempuan sendiri, sudara perempuan sendiri, cucu perempuan, menjaga 
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kehormatan istri dan menjauhi prilaku orang Majusi.Dalam agama mereka 

sering melaksanakan haji ke Baitullah, mengerjakan amal ibadah. Mereka juga 

mengizinkan putra-putri mereka menikah dengan suku lain tanpa fanatik 

dan berpegang kepada ajaran-ajaran agama.
51

 

Abdul Muthalib, kakek Ali sekaligus kakek Rasul pada masa Jahiliah 

dikenal sebagai dermawan, memberi makan dan minum jamaah haji, pada hal 

dia bukan orang terkaya dan bukan satu-satunya tokoh yang disegani di 

kalangan suku Quraisy.
52

Tugasnya itu ditambah dengan memelihara sumur 

Zamzam yang erat kaitannya dengan Baitullah telah meningkatkan derajat dan 

menambah kemuliaan bagi diri Abdul Muthalib. 

Termasuk sikap yang menambah kemuliaan mereka pada saat itu 

adalah mereka mengizinkan terjadinya pernikahan kepada kabilah apa saja. 

Tanpa adanya syarat apapun dan sikap fanatik atas kabilah mereka.Mereka 

tidak menikahkan putra-putri mereka kecuali kepada orang-orang yang 

berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama mereka.Ketentuan itu berlaku 

bagi mereka dan lebih-lebih bagi tokoh-tokoh mereka. 

Kemuliaan ini juga diwarisi oleh Abu Thalib ayah Ali sendiri.Ia juga 

sangat disegani oleh suku Quraisy. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad 

memeliharanya semenjak kecil, dan membelanya mati-matian dari keinginan 

orang Quraisy yang membenci Nabi saw. Walaupun tidak sempat syahadat, 

Abu Thalib telah membela Nabi termasuk menyampaikan tugas dakwah 

Nabi.
53

 

Terkait atau tidak terkait dengan hal itu, selain mendapat bimbingan 

dari Nabi semenjak kecil, Ali juga mewarisi kemuliaan dan sikap-sikap baik dari nenek 

moyangnya.Kemuliaan itu semakin bertambah karena ia 

dibimbing oleh Nabi sendiri. Sinar al-Quran yang menjadi akhlak Nabi 

terpantulkan kepada diri Ali.
54

Meskipun masih sangat muda Ali selalu 

mendampingi Nabi dalam setiap kegiatan dakwah dan menjadi pejuang 

terkemuka di kalangan Islam.Dia merupakan seorang pemberani, menjadi 

prajurit agung, lihai dalam berperang dan terkenal dalam setiap pertempuran 

yang dilakukan umat Islam melawan orang-orang kafir dan orang-orang 

Yahudi.
55

 

Hidup Ali dari awal sudah mendapat cahaya Islam, dan ketika 

berumur 10 tahun ia menerima Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding 

dengan siapa pun, termasuk dengan ayahnya Abu Thalib sendiri. Ketika Nabi 

dan Khadijah shalat Ali datang.Ia tidak mengerti ketika melihat keduanya 

ruku dan sujud serta membaca beberapa ayat. Selesai shalat Ali bertanya 
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kepada Nabi kepada siapa mereka sujud.Nabi menjelaskan bahwa mereka 

sujud kepada Allah yang mengajak manusia untuk menyembah-Nya.
56

 

Kemudian Nabi mengajak Ali untuk beribadah kepada Allah dan menerima 

agama Islam secara sempurna dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. 

Baik karena keagungan dan keistimewaan suku Quraisy maupun dari 

bimbingan Nabi Muhammad saw Ali telah mewarisi berbagai sifat terbaik, seperti 

kefasihan berbahasa, memiliki akhlak yang luhur, pemberani, 

dermawan, rendah hati, menjauhi kesombongan, sangat memuliakan tamu, 

ramah, terlepas dari sikap dan prilaku jahiliah. 

Walaupun berada di lingkungan Nabi, penulis perlu mengemukakan 

bagaimana proses Ali menjadi muslim. Keislaman Ali seolah-oleh sudah 

merupakan skenario Allah.Kisah itu berawal dari krisis perekonomian yang 

dialami masyarakat Quraisy. Abu Thalib memilik banyak anak, tetapi penulis 

tidak menjumpai dari berbagai literatur berapa orang anak yang ia miliki. 

Krisis itu menyulitkan. Rasul berpikir bagaimana cara membantu pamannya 

ini untuk mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Rasulullah berkata kepada 

Abbas pamannya yang dianggap lebih berkecukupan dari Bani Hasyim, kata 

Rasul, “Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki 

keluarga yang besar.Kamu tahu krisis yang saat ini sedang melanda 

masyarakat, maka marilah kau berada bersama kami untuk meringankan 

beban mereka, saya akan mengambil satu orang dari anaknya dan kamu juga 

mengambil satu orang anaknya untuk kita cukupi segala kebutuhannya.” Lalu 

Abas berkata, Ya wahai Rasulullah, lalu keduanya berangkat menuju rumah 

Abu Thalib. Sampai di sana keduanya berkata, “Wahai Abu Thalib, 

sesungguhnya kami berniat untuk meringankan beban keluargamu.” 

Berkatalah Abu Thalib kepada keduanya, “Jika kalian berkehendak, maka 

tinggalkanlah untuk kami anak kami yang bernama Ukail lali ambil siapa 

yang kalian kehendaki selain dia.”
57

 

Kemudian Rasulullah mengambil Ali untuk hidup bersamanya, dan 

Abbas mengambil Ja’far untuk hidup bersamanya.Berawal dari situlah maka 

kemudian Ali hidup bersama Raslullah hingga datangnya risalah kenabian. 

Selama itu, Ali selalu mendampinginya, dan termasuk orang pertama dari 

golongan anak-anak yang mengakui dan mempercayainya.Begitu pula Ja’far 

juga tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga dia masuk Islam dan hidup 

mandiri.
58

 

Dari sini ternyata Rasulullah telah membalas kebaikan yang dilakukan 

pamannya Abu Thalib kepada dirinya yang telah merawat dan mencukupi 

segala kebutuhannya pasca kematian kakeknya Abdul Muthalib.Ini 

merupakan jalan hadirnya nikmat Allah yang sangat besar kepada Ali karena 

dari sinilah kemudian Ali dirawat dan dididik oleh Rasulullah sesuai dengan 
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petunjuk Allah.Kepribadian Rasulullah yang bersumber dari al-Qur’an 

terpantulkan kepada diri Ali. Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah 

Islam, dia tahu segala rahasia-rahasia Islam semenjak usia dini. Hal itu terjadi 

sebelum dakwah Islam mulai melangkah keluar dari rumah Nabi dan mencari 

pertolongan yang memperkuat dakwahnya kepada manusia, dan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya.dengan kehendak-Nya, dengan 

Dia mengutus rasul-Nya. Saya ajak engkau 

wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan utuk 

menyembah-Nya.Dan agar engkau mengingkari Latta dan Uzza.”Ali pun 

berkata kepada Nabi, “Ini adalah perkara yang aku belum pernah 

mendengarnya sama sekali sebelum hari ini, tetapi aku bukanlah orang yang 

memiliki keputusan atas perkaraku sehingga aku harus berbicara dulu kepada 

Abu Thalib.” Namun Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya 

kepada siapa pun termasuk Abu Thalib sebelum dia diperintahkan oleh Allah 

untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, “Wahai Ali 

jika engkau tidak berkenan masuk Islam maka jaga rahasia ini.”Ali pun 

berdiam diri selama satu malam itu sehingga kemudian Allah memberi 

kepadanya hidayah Islam. Pada suatu pagi ia menghadap kepada Rasulullah 

dan berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad?” 

Rasulullah bersabda,” Kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah 

dan tidak menyekutukannya serta engkau mengingkari tuhan Latta dan Uzza, 

serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah.” Ali pun 

melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya dan menyatakan diri 

masuk Islam. 

Setelah itu, Ali sempat mengalami masa-masa khawatir dan takut 

kemarahan bapaknya Abu Thalib karena dia telah menganut agama Islam. 

Mula-mula dia menyembunyikan keislamannya itu, tidak berani 

menampakkannya.
59

 

Ibnu Ishaq menceritakan, setiap kali datang waktu shalat, Rasulullah 

keluar menuju tempat perbukitan di Makkah. Dan Ali bin Abi Thalib ikut 

bersama beliau secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ia 

menyembunyikan keislamannya dari bapak, paman-paman, dan keluarganya 

yang lain. Keduanya mengerjakan shalat di tempat itu.Bila waktu petang 

tiba, keduanya baru bersiap-siap untuk pulang dengan sembunyi-sembunyi. 

Pada suatu ketika Abu Thalib pun menemukan keduanya secara 

sembunyi-sembuyi sedang mengerjakan shalat. Lalu Abu Thalib bertanya 

kepada Rasulullah, “Wahai anak saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang 

kalian anut ini ?”Rasulullah menjawab, “Ini adalah agama Allah, agama para 

malaikat-Nya, agama para nabi-Nya, dan agama bapak kita Ibrahim.”Saya 

telah diutus menjadi seorang Rasul kepada sekalian umat manusia.Dan 

engkau wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima 
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nasehat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanku, dan menolong 

diriku.”
60

 

Ajakan Rasulullah saw untuk mengucapkan syahadat tidak diterima 

Abu Thalib, tetapi bukan berarti ia marah kepada Rasul dan anaknya Ali. 

Sebenarnya Abu Thalib mengakui kebenaran ajaran Islam, tetapi pengaruh 

wibawa di kalangan kaumnya menghambat ia untuk menjadi muslim.
61

 

Abu Thalib tidak melarang anaknya Ali untuk mengikuti agama yang 

dibawa Nabi Muhammad saw., bahkan mengizinkannya karena menurut Abu Thalib 

Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebaikan lalu 

menyuruhnya untuk selalu mengikuti Rasul.”
62

 

Sebagai muslim yang sangat kuat Ali tidak ragu untuk mengorbankan 

dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Pada malam hijrah, Rasulullah 

saw menugasinya untuk tidur di tempat tidur beliau. Ia ditugaskan Nabi untuk 

mengembalikan barang-barang kepada orang-orang musyrik pada pagi 

harinya. Ia pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam 

berbagai peperangan. Rasulullah juga pernah mendelegasikannya untuk 

membacakan surat Al-Bara’ah di hadapan kaum muslimin pada musim haji 

tahun 9 H.
63

 

Ia memiliki 29 anak, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara anak 

laki-lakinya adalah Hasan dan Husein, pemuka pemuda surga, Muhammad 

ibn Al-Hanafiyah, Abbas, dan Umar. 

 

 

B. Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib 

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari 

pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, 

berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman 

kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat 

daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan 

rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali 

menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan 

rakyat. Begitupun dengan jizyah atau pajak yang di ambil dari kaum non muslim yang 

bertempat di pemerintahan islam, khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non muslim 

yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non 

muslim, namun jizyah sendiri di ambil dengan bijaksana yakni bagi kaum non muslim 

yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka jizyah tersebut di ambil semampunya 
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kaum non muslim membayarnya, namun kebalikan bagi kaum non muslim yang kaya 

raya. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari 

pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel). 

Dalam sikap Egalitarian (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan 

mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat 

lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. 

Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut 

miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka 

hakim  memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut. 

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar 

dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak 

terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan 

kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama 

pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurusi persoalanpemberontakan di berbagai 

daerah.
64

 

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa 

sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak 

pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan 

gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu’bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah 

menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukan 

kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi 

ataspemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap 

pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas 

mengingatkan bahwa Mu’awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut 

terhadap rakyat. Apalagi Mu’awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. 

Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Muawiyah, dia akan menikam mu 

mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini 

akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut 

atas darah Usman. 

Dalam masalah Thalhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar 

menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan 

ususlan ini, sehingga Talhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang berunta.
65

 

Meskipun demikian, menurut Nurcholish Majid, pemerintaha Ali merupakan 

contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan (populisme), di 

samping kesungguhan di bidang keilmuan.
66

 

 

C. Ide-ide Ali Bin Abi Thalib Tentang Pemerintahan 
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Pasal ini membicarakn ide-ide dari Ali bin Abi Thalib. 

Di sini penulis mulai dengan menjelaskan sifat keadilannya.Penjelasannya  

dikemukakan melalui suatu kisah.Suatu hari, Amirul mukminin melihat baju 

zirahnya, yang telah lama hilang, ternyata ada pada seorang Nasrani.Ia 

tidak tahu, bagaimana baju zirahnya itu bisa berada di tangan Nasrani itu. Ia  

berusaha meminta baju zirahnya dan menjelaskan bahwa baju zirah itumiliknya. Namun, 

Nasrani itu enggan memberikan dan bersikukuh bahwa itu 

baju miliknya. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib membawa laki-laki itu ke 

pengadilan. Kadinya saat itu adalah Syarih.Kadi berkata kepada laki-laki 

Nasrani, “Apa pembelaanmu, atas apa yang dikatakan oleh Amirul 

Mukminin?” 

Nasrani itu berkata, “Baju zirah ini milikmu.Amirul Mukminin tidak 

berhak menuduhku.”Syarih berpaling kepada Ali dan berkata, “Wahai 

Amirul Mukminin, apakah kau punya bukti?” 

Di antara ide yang cukup menarik dari Ali bin Abi Thalib 

adalah bidang fikih. Ali bin Abi Thalib dianugrahi pemahaman yang baik 

terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw. Ia merupakan salah satu 

poros fikih Islam, dan termasuk di antara kelompok utama pembuat fatwa di 

kalangan generasi muslim pertama.
67

Di sini penulis tidak akan menjelaskan 

ide fikihnya secara mendetail, tetapi hanya mengambil beberapa 

ide yang dianggap penting diketahui. 

Di antara pendapat fikih yang sangat luas, kita mengenal 

pandangannya tentang nikah muth’ah. Ali bin Abi Thalib dielu-elukan oleh 

kaum Syi’ah sebagai imam yang ma’sum (terpelihara dari dosa dan 

kesalahan). Di kalangan Syi’ah terdapat hukum yang membolehkan 

terjadinya nikah muth’ah, yaitu nikah yang ditetapkan dalam jangka waktu 

tertentu.Sementara Ali tidak membolehkan nikah muth’ah.
68

 

Ali mengatakan bahwa jika dua orang menikah tanpa wali kemudian 

mereka bersetubuh maka keduanya tak dapat dipisahkan, sedangkan jika 

keduanya belum bersetubuh maka keduanya harus dipisahkan.
69

Ali bin Abi 

Thalib tidak membolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ia mengatakan, 

“Seorang laki-laki yang dikebiri tidak boleh menikahi muslimah yang 

menjaga kehormatan dirinya.” Ali membolehkan umat Islam makan makanan 

kaum Majusi, kecuali daging.Ia juga mengharamkan makan daging 

sembelihan kaum Nasrasni Arab karena mereka tidak memegang ajaran 

Nasrani yang benar, bahkan mereka suka minum arak. Pendapat Ali ini 

berbeda dengan pendapat jumhur ulama.
70

 

Ia juga berpendapat bahwa jizyah dari kaum musyrik dapat diterima 

kecuali kaum musrik Arab. Tentang hal ini ia mengatakan, “Tidak ada pilihan 
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bagi kita berkenaan dengan kaum musyrik Arab kecuali mereka masuk Islam 

atau perang.”
71

 

Ia menyatukan antara hukuman cambuk dan hukuman rajam bagi 

muhsan yang berzina. Diriwayatkan dari al-Sya’bi bahwa Syarahah memiliki 

seorang suami yang sedang pergi ke Syiria, tetapi tiba-tiba ia mengandung 

sehingga majikannya membawanya ke hadapan Ali bin Abi Thalib dan 

berkata, “Wanita ini berzina dan ia mengakuinya.” Ali mencambuk wanita itu 

seratus kali pada hari kamis dan pada hari Jumatnya ia dirajam. Aku  

menyaksikan sendiri tubuh wanita itu dikubur sebatas pinggang. Ali berkataketika itu, 

“Rajam adalah salah satu sunnah Rasulullah Saw. Orang yang 

menjadi saksi perbuatan zina harus melempar pertama kali, namun karena 

wanita ini mengakui perbuatannya, maka akulah yang melempar 

pertama kali.” Lalu Ali melempar wanita itu dengan batu, dan diikuti oleh 

orang-orang yang ada di sana. “Demi Allah,” ungkap al-Sya’bi, “aku 

termasuk di antara orang yang melempar wanita itu menemui ajalnya.”  

Dalam redaksi lain, Ali berkata, “Aku mencambuknya berdasarkan 

hukum Allah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” 

Ali mengharamkan permainan dadu dan catur, bahkan ia tidak mau 

mengucapkan salam kepada orang yang memiliki dadu. Ali juga menetapkan 

hukum mengenai perawan yang dipaksa menikah karena takut terjerumus 

dalam zina.Ia menetapkan mahar mitsil untuk wanita seperti itu dengan 

mengatakan bahwa mahar untuk perawan seperti mahar untuk wanita lainnya 

dan bagi janda mahar mitsilnya. 

Dan ia membolehkan menerima hadiah dari penguasa (sultan), 

“Janganlah meminta sesuatu pun kepada penguasa. Jika ia memberimu, 

ambillah, karena dalam baitul mal lebih banyak harta yang halal ketimbang 

harta yang haram. 

Ali melipatgandakan hukuman atas orang yang mendapat hukuman 

pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Atha, dari ayahnya bahwa Ali 

memukul seorang penyair negro dari Bani Harits, karena ia minum arak pada 

bulan Ramadhan. Orang itu dicambuk sebanyak delapan puluh duacambukan.Setelah itu 

Ali berkata kepadanya, “Ali mencambukku lagi 

sebanyak dua puluh kali cambukan karena kau melakukan kejahatan kepada 

Allah dan karena kau berbuka di bulan Ramadhan. 

Ide hukumnya yang lain adalah bahwa harta orang yang suka 

meminjamkan dan yang suka dititipi tidak dapat dijamin jika hartanya itu 

rusak tanpa memperthitungkan dari siapa ia mendapatkan hartanya. 

Ia juga berpendapat bahwa orang yang menolong orang lain dalam 

kebenaran atau melindungi orang lain dari kezaliman tidak boleh menerima 

hadiah. Maksudnya, orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk 

menjalankan urusan masyarakat tidak boleh menerima hadiah dari orang lain 

karena dianggap akan memengaruhi keputusan atau pendapat hukumnya. Itu 

beberapa pandangan Ali bin Abi Thalib seputar fikir Islam. 
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Ali bin Abi Thalib memberikan julukan khusus kepada seorang fakih 

yang dihormati para fakih lainnya. Ia menyebutnya “al-faqih haqq al-faqih”. 

Ia berkata, “ Maukah kalian kuberi tahu tentang yang paling utama di antara 

para faqih (al-faqih haqq al-faqih)? Ia adalah orang yang tidak memutuskan 

harapan manusia dari rahmat Allah, tidak mendorong mereka bermaksiat 

kepada Allah, tidak membuat mereka merasa aman dari makar Allah, dan ia 

tidak meniggalkan Al-Quran karena membencinya, lalu berpaling kepada 

yang lain. Ketahuilah, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai 

pengetahuan, dan tidak ada kebaikan dalam pengetahuan yang tidak disertaipemahaman, 

dan tidak ada kebaikan dalam pembacaan yang tidak disertai 

tadabur (penelaahan). 

Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan sama seperti Umar r.a. 

Dikisahkan bahwa Umar berkata, “pelajarilah pengetahuan dan ajarkanlah 

kepada manusia. Pelajarilah kemuliaan dan kehormatan diri.Bersikap rendah 

hatilah kepada orang yang mengajari dan yang kau ajari.Jangan menjadi 

ulama yang sewenang-sewenang, agar ilmumu tidak dikalahkan kebodohan.
72

 

Selain dikenal luas sebagai seorang fakih, Ali bin Abi Thalib juga dikenal 

sebagai sahabat yang paling memahami kitab Allah. Ia banyak menafsirkan ayatayat Al-

Quran sehingga jika kita hendak menghimpun tafsir-tafsir Ali bin Abi 

Thalib, dibutuhkan berjilid-jilid besar. Di sini kami hanya akan mengungkapkan 

sebagian tafsirnya atas ayat-ayat Al-Quran yang mulai. Di antaranya, ia 

menafsirkan firman Allah: Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan 

penguasa urusan di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu 

maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, dengan mengatakan bahwa 

mengembalikan kepada Allah berarti menjadikan kitab Allah sebagai landasan 

hukum, sedangkan mengembalikan kepada Rasulullah Saw. Berarti memegang 

sunnah Rasulullah Saw. menafsirkan firman Allah: maka kami akan 

menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dengan mengatakan bahwa 

makna kehidupan yang baik adalah qanaah. Mengenai ayat sama saja baikberdiam di 

sana maupun di padang pasir, ia mengatakan bahwa al-„akif adalah 

orang yang mukim, sedangkan al-badi adalah orang yang datang ke suatu tempat, 

dan bukan berasal dari tempat itu.
73

 

Ia juga mengatakan tentang ayat dan ketahuilah sesungguhnya harta 

kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, bahwa Allah meguji mereka dengan 

harta dan anak-anak sehingga menjadi jelas mana orang yang tidak rida atas 

rezeki dari-Nya dan orang yang rida dengan bagian dari-Nya. Meskipun Allah 

Swr. mengetahui keadaan mereka, Dia menjadikan harta dan anak-anak sebagai 

ujian untukb menunjukkan apakah seseorang layak mendapatkan pahala atau 

siksa. Sebab, ada di antara mereka yang lebih menyukai anak laki-laki dan 

membenci anak perempuan; sebagian mereka menyukai bertambahnya harta dan 

membencinya berkurangnya harta. 

Mengenai ayat Al-Quran: sesunnguhnya kita berasal dari Allah dan kita 

akan kembali kepada-Nya, Ali r.a menjelaskan bahwa ungkapan “kita berasal dari 
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Allah merupakan penegasan bahwa Dialah yang memiliki dan menguasai kita, 

sementara ungkapan “kita kembali kepada-Nya” merupakan penegasan bahwa 

Dialah yang akan membinasakan dan mematikan kita. 

 

 

 

 

D. Sistem Pemilihan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Pengaruhnya dalam Sistem 

Pemerintahan Islam 

Pemilihan Ali sebagai Khalifah pada masa itu tidaklah semulus tiga orang 

Khalifah sebelumnya, dikarenakan pemilihan tersebut di tengah-tengah berkabung atas 

meninggalnya Khalifah Utsman, pada saat itu Ali menolak menjadi Khalifah, sebab Ali 

menghendaki urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, dan 

mendapat persetujuan dari para sahabat senior terkemuka, namun para kaum 

pemberontak maupun kaum Muhajirin dan Anshor tetap bersikukuh untuk menjadikan ali 

sebagai Khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman. Akan tetapi, setelah masa 

rakyak mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai seorang pemimpin 

agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, dan akhirnya Ali bersedia dibai’at menjadi 

khalifah. 

Ia dibai’at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshor serta para tokoh 

sahabt, seperti Talhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti 

Abdullah bin Umar bin Khathab, Muhamad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqos, Hasan 

bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidaak mau 

membai’at Ali
74

. Dengan demikian, Ali tidak dibai’at oleh kaum muslimin secara 

keseluruhan, karena banyak sahabat senior yang ketika itu tidak berada di kota Madinah. 

Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai’at Ali dan menunjukan sikap 

konfrontatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Ustman dan gubernur Syam. 

Alasan yang dikemukakan mereka karena menurutnya Ali bertanggungjawab atas 

terbunuhnya Ustman.
75

 

Oleh karena tidak semua sahabat membai’at Ali, maka pemerintahan Islam pada 

masa Ali bin Abi Thalib dpat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak setabil, karena 

adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama 

datang dari Thalhah dan Zubair diikutiu oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadi perang 

jamal. Setelah peperangan tersebut di selesaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu 

peperanagn antar umat Islam terjadi kembali, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan 

Muawiyah sebagai gubernur Suriah, sampai terjadi Tahkim dalam peperangan tersebut, 

dimana pasukan Muawiyah dengan sistem politik yang cerdik dan licik mengajak damai 

dengan pasukan Khalifah Ali. Karena diadakanya tahkim, secara tidak langsung 

pemerintahan islam pada masa Khalifah ali mengalami kekalahan dengan 

berkembangnya muawiyah. Jumlah manusia, ekonomi dan sumber-sumber kekayaan 

Muawiyah jauh lebih kuat dibanding dengan Khalifah Ali. Semenjak kalahnya Khalifah 

ali lalu disusul dengan wafatnya kalifah ali pemerintahan islam di kendalikan oleh 
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Muawiyah, lalu dinasti muawiyah dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, dinasti 

Umayah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang berpusat di 

Damaskus (Siria). Fase ini berlangsung sekitrar satu abad dan mengubah sistem 

pemerintahan Islam, dari sistem Khilafah menjadi sistem kereajaan (monarki) dan kedua, 

dinasti Umayah di Andalusia (Siberia) yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan 

Umayah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid Ibn Abdul Malik, 

kemudian sistem pemerintahan ini diubah menjadi sestem kerajaan yang terpisah dari 

kekuasaan Dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Dinasti Umayah di 

Damaskus.
76
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BAB IV 

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN 

KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB 

 

A. Sistem Pemerintahan Pada Era Ali bin Abi Thalib 

Dalam proses kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib boleh dibilang sangat 

tegas dan berani mengambil langkah-langkahyang cukupberesiko. Kepemimpinannya 

juga memang mencerminkan pribadi yang berakhlak dan berbudi pekerti.Beliau adalah 

orang yang suka berterus terang,tegas bertindak dan tidak suka berbasa-basi.Ia tidak takut 

kepada celaan siapapun dalam menjalankan kebenaran, meskipun hal itu cukup beresiko 

bagi dirinya. Hal tersebut dapat terlihat dari model pemerintahan yang dijalankannya, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tipe Pemerintahan 

a. Tipe Demokrasi, Tipe demokrasi sebagai tipe kepemimpinan khalifah Ali bin Abi 

Thalib dalam pembai”atan Khalifah Ali Bin Abi Thalib sebagai Khalifah ke Empat 

setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan. Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima bai”at 

di lakukan di Masjid Nabawi dan di depan masyarakat banyak termasuk kaum 

Mujahirin dan Anshar dan tidak ada penolakan, kecuali dari tuju belas sampai dua 

puluh orang yang tidak meyetujui pembai”atan Khalifah Ali Bin Abi Thalib sebagai 

Khalifah. 

b. Tipe Karismatik, Tipe Karismatik sifat Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam memimpin 

masyarakatnya Ali selalu memperhatikan kinerja masyarakat.Dan disinilah kalifah 

Ali Bin Abi Thalib berusaha meneliti kebutuhan masyarakat, seperti dalam kehidupan 

sehari-hari maka khalifah Ali Bin Abi Thalib membuatkan saluran air untuk 

mengaliri lembahlembah, seraya memperingatkan kepada pedagang agar mengetahui 

fiqih mu‟ amalah agar tidak terjatuh kedalam riba. 



 

c. Tipe Militeristik, dalam pemerintahan Ali Bin Abi Thalib berusaha mengembalikan 

kebijakan dimasa Umar Bin Khattab. Membenahi dan meyusun arsip Negara 

bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen Khalifah, membentuk kantor 

pembendaharaan, mendirikan kantor pasukan pengawal dan mendirikan lembaga 

hukum. 

 

2. Strategi Pemerintahan 

Strategi kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib mengembangkan dalam 

bidang Sosial, Politik, Militer dan Pengetahuan.Ali bin Abi Thalib mengambil langkah 

tegas diantaranya mencatat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan 

dikirimkanlah kepala baru untuk menggantikannya, termasuk Muawiyah yang digantikan 

oleh Sabi‟  bin Junaif sebagai gubernur Syam. Demikian juga hibah atau pemberian 

Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk 

dikemblikan kepada Negara. Ali Bin Abi Thalib dalam menegakkan ke Khalifaan yakni: 

Mengganti Para Gubernur yang diangkat Khalifah Usman Ibnu Affan, Menarik kembali 

tanah milik Negara, Perkembangan di Bidang Politik Militer, Perkembangan di Bidang 

Ilmu Bahasa, Perkembangan di Bidang Pembangunan. Stratergi Khalifah Ali Bin Abi 

Thalib ini untuk mengembangkan masa pemerintahannya di karenakan dalam 

pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib ini banyak Selama pemerintahan Ali bin Abi 

Thalib berlangsung, tidak ada masa sedikit pun dalam masa pemerintahannya itu yang 

dapat dikatakan stabil. Ia menghadapi berbagai pergolakan dan konflik internal di 

kalangan umat Islam. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada 

peradaban yang penting dan tidak dihasilkan. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi pemerintahan 

Faktor yang sangat mempengaruhi kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib 

adalah. Kecerdasan yang terdapat pada Ali Bin Abi Thalib yang mana keistimewaan ini 

tak dimiliki sama sahabat-sahabat yang lain, ali yang di kenal sebagai zahid, menjauhi 

segala kesenangan duniawi, dan juga di sebut orang yang wara’, yang menjauhi segala 

dosa dan syubhat, dan keistimewaanya kembali yakni ali diminta sebagai penasehat para 

khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar dan Utsman pandanganya sangat dalam dalam 

memutuskan perkara. Ali jga sangat lemah lembut terhadap siapapun, selalu 



 

mengemukakan argumentasi yang kuat sehingga membuat lawan bicaranya menyerah 

dengan rasa puas, hidupnya sangat rendah hati, tak pernah merasa lebih tinggi. 

4. Relevansi dalam Nilai-Nila Pendidikan Agama 

Nilai Pendidikan Islam dalam kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yakni: 

yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yaitu bertanggung 

jawab, berani, sederhana, dan adil. dikepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib ini 

banyak pemberontakan dan tidak stabilnya kepemerintahannya tetapi Khalifah Ali Bin 

Abi Thalib tetap memberikan Pendidikan walaupun tidak fokus dalam pendidikan 

Agama Islam di karenakan Pendidikan Agama Islam itu sangatlah penting, Pendidikan 

Agama Islam pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib tidak jauh pada masa khalifah 

sebelumnya, yakni, mempelajari Al-qur’an dan tafsirnya, Hadits dan pengumpulannya, 

Fiqh (tasyri’). Selalu berupaya dalam menerapkan pendidikan Tauhid, akhlak, dan 

ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar ataupun pokok dari ajaran Agama 

Islam. 

 

B. Sistem Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Perspektif Fiqih 

Siyasah 

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari 

pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, 

berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman 

kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat 

daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan 

rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali 

menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan 

rakyat. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari 

pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel). 

Dalam sikap Egalitarian (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan 

mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat 

lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. 

Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut 

miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka 

hakim  memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut. 

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar 

dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak 

terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan 



 

kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama 

pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurusi persoalanpemberontakan di berbagai 

daerah. 

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa 

sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak 

pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan 

gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu’bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah 

menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukan 

kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi 

ataspemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap 

pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas 

mengingatkan bahwa Mu’awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut 

terhadap rakyat. Apalagi Mu’awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. 

Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Mu’awiyah, dia akan menikam mu 

mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini 

akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut 

atas darah Usman. 

Dalam masalah Thalhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar 

menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan 

usulan ini, sehingga Talhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang 

berunta.Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat 

mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegah kemudharatan. Seperti yang ada 

dalam pembahasan Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur 

hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 

T. M.Hasbi, membagi ruang lingkup fiqih siyasah membagi menjadi delapan 

bagian yaitu: 

1. Siyasah Tasyri’iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum) 

2. Siyasah Dusturiyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan) 

3. Siyasah Qadha’iyyah (kebijaksanaan peradilan) 

4. Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter) 

5. Siyasah Idariyyah (kebijaksanaan administrasi Negara) 

6. Siyasah Dauliyyah (kebijaksanaan hubungan luar negri atau internasional) 



 

7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang) 

8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan) 

Bila dilihat dari beberapa uraian di atas, bahwasannya sistem pemerintahan 

Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem 

pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup fiqih siyasah, yaitu salah satunya tentang 

kebijakan penetapan hukum, dimana Khalifah Ali tetap mengambil jizyah atas kaum non 

muslim yang berada di wilayah muslim akan tetapi jizyah tersebut tetap ada batasannya, 

dimana kaum nonmuslim yang kalangannya menengah ke atas, jizyahnya di ambil lebih 

besar, tetapi bagi kaum non muslim yang menengah kebawah jizyahnya di ambil sesuai 

dengan kemampuannya saja.Khalifah Ali tetap saja selalu mementingkan kemaslahatan 

umatnya walau dalam keadaan yang sangat hiruk-pkuk.Namun kebijakan-kebijakan nya 

tersebut di tentang oleh pendukung dan kerabatnya, bahwasannya kebijakan-

kebujakannya tersebut terlalu radikal, walau demikian Khalifah Ali tetap dalam 

keputusan dan pendiriannya yang ingin mencapai cita-cita yang ada pada masa 

kekhalifahan Usman. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan lain yang di jalankan oleh 

Khalifah Ali bin Abi Thalib. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya  

1. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalim termasuk sistem pemerintahan 

yang terkenal tegas, bijaksana dan sangat mementingkan kemaslahatan umatnya. 

Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat berpegang teguh 

terhadap al-Qur’an dan as-Sunah. Kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi 

Thalib yaitu: memecat kepala-kepala daerah yang di angkat usman dan di 

gantikan oleh kepala daerah pada masa Ali,  mengambil kembali tanah-tanah 

yang dibagikan Ustman kepada family-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan 

yang sah, demikin juga hibah atau pemberian kepada siapapun yang tiada 

beralasan, memindahkan ibukota Madinah ke Kuffah dan mempungsikan kembali 

baitul mal atau zakat. 

2. sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif fiqih siyasah 

salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan 

politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang Siffin, 

sesungguhnya ali tidak ingin melakukan tahkim atau arbitrase, karena khalifah 

Ali sendiri telah mengetahui bahwasanya tahkim yang di lakukan muawiyyah 

hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyyah 

telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa pasukannya sendiri untuk 

melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang di 

lakukannya terhadap Muawiyyah. Dengan rasa terpaksa, Khalifah Ali menuruti 



 

keinginan pasukannya untuk melakukan tahkim tersebut.Begitupun dengan 

kebijaka-kebijakan lainnya yang di jalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. 

Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat 

mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegahnya kemudharatan, seperti yang 

di terangkan dalam Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur 

hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 

 

3. Saran-saran 

1. Pembahasan yang berkenaan dengan pemerintahan, terutama sistem pemerintahan 

Khulafa Rasyidin masih relative sedikit, maka kedepannya saya berharap teman-

teman mahasiswa agar dapat memilih bagian-bagian seperti ini. 

2. Kajian mengenai sistem pemerintahan Khalifah Ali  bin Abi Thalib diwarnai 

banyak kebaikan, dalam sistem lain terdapat pula sejarah berawalnya prilaku 

politik Islam. Oleh karena itu hal-hal yang baik dapat menjadi teladan, dan hal-

hal yang buruk cukup untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita dan kita perlu 

mengikuti hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. 
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